
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
 
 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 18 TAHUN 2013 

 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2014 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

 
Menimbang 
 

: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Hulu 

Sungai Utara agar dapat dilakukan secara berdayaguna 
dan berhasilguna serta sesuai dengan Peraturan  Daerah  

Kabupaten  Hulu Sungai Utara  Nomor  8 Tahun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Tahun 2013 – 2017, perlu menetapkan Rencana 

Kerja Tahunan Pemerintah Daerah;  
 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala 
Daerah; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 
2014; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

 

2. Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2004  tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700);  
 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79   Tahun  2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  39   Tahun  2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 
 
9. Peraturan  Pemerintah   Nomor  40  Tahun  2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4664); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2007  Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
11. Peraturan Pemerintah  Nomor 8  Tahun 2008  tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
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Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

 

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

 
13. Peraturan Presiden Nomor  5 Tahun 2010  tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014;  

 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah;  

 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 ); 

 

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 

2005-2025; 
 

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 

2011 – 2015 ;  
 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 ); 
 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai 
Utara Tahun 2011 Nomor 21 ); 

 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 

1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 
2012 Nomor 1 ); 
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 
12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2032; 
 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 

8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8 ); 

 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 
8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 

2013–2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara Tahun 2013 Nomor 8); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN HULU 
SUNGAI UTARA TAHUN 2014. 
 

 
Pasal 1 

 

(1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Tahun 2014 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2014 merupakan 

dokumen Perencanaan Daerah untuk periode satu tahun yaitu Tahun 
2014. 

 

(2) RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
acuan: 

a. bagi seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan 
pembangunan daerah, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD);  

b. dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2014 yang dituangkan dalam 
Rencana Kerja SKPD Tahun 2014. 

 
Pasal 2 

 
RKPD Tahun 2014 berikut tabel dan matriksnya sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
 

Pasal 3 

 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam 

merencanakan program dan kegiatannya Tahun 2014, mengacu kepada 
dokumen RKPD Tahun 2014 yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD. 
 

Pasal 4 
 

RKPD Tahun 2014 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2017. 
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Pasal 5 
 

RKPD Tahun 2014 ini disusun sebagai  dasar  dalam  penyusunan  
Kebijakan  Umum  Anggaran  (KUA),  Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten 

Hulu Sungai Utara Tahun 2014. 
 

Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara. 
 

 
Ditetapkan  di Amuntai 
pada tanggal  22 Mei 2013   

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

 CAP / TTD 
 

    H. ABDUL WAHID. HK 

 
Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal  22 Mei 2013    

 
     Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  

 HULU SUNGAI UTARA, 
 
     CAP / TTD 

 
    H. S U Y A D I 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2013 NOMOR  18. 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 18 TAHUN 2013 

 

TENTANG 

 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2014 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

   CAP / TTD 
 

    H. ABDUL WAHID. HK 

 


